DAFTAR PUSTAKA

.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahunl983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian
Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

.Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1). Pengertian

Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian Surat Setoran Pajak Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

.Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2. Pengertian
Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Ke empat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan. Dimaksud subjek pajak Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun2007.

.Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pengertian

Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

.Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3). Penentuan
Non-ObjekPajak.

.Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1).

Penentuan ObjekPajak.
.Undang-Undang Nomor 13  tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pengertian Outsourcing (alih daya).
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Peraturan Menteri Keuangan-12/PMK/03/2017 Tanggal 7 Februari 2017
tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan-242/PMK/03/2014 Tanggal 24 Desember 2014
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK/03/2008 tanggal 31 Desember 2008
tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat
(1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan (PPh).

Peraturan Menteri Keuangan-141/PMK/03/2015 Tanggal 27 Juli 2015
tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat
(1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2003 Tanggal 13
Januari 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
Penyerahan Jasa di Bidang Tenaga Kerja.
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